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Provensi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum  Nomor  8  Tahun  2019  tentang Tata Kerja  

Komisi Pemilihan Umum Provensi dan Sekretariat 

Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/ Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 442); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal  Komisi  Pemilihan  

Umum,  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 

Tahun 2020-2024; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

jdih.kpu.go.id/babel/bangkatengah
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Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI 

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH 

TAHUN 2022.  

KESATU 

 

 
 

: Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah 

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah 

bertujuan untuk: 

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; 

2. Semua unsur berkewajiban untuk melaksanakan 

rencana aksi tersebut secara koordinatif dan 

bertanggungjawab; 

3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bangka Tengah yang profesional dengan 

berkarakterisktik, berintegritas, berkinerja tinggi, 

berdedikasi, melayani publik, dan memegang teguh 

nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara; 

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem 

manajemen sumber daya manusia yang prefesional di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bangka Tengah. 

jdih.kpu.go.id/babel/bangkatengah




















































































